PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA

JI. Soekarno Hata Telp. No (0384) 21423 FAX (0584) 21104

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN NGADA
NOMOR : 422/PKP0/332/ 06 / 2015
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 GOLEWA

Membaca
1
2.
Menimbang :
a.
b.
Mengingat
1
2
3

Surat Permohonan Ijin Operasianal Kepala SMPN 2 Golewa

Nomor: 422/SMPN 2 Golw/68/06/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Permohonan
[jin Operasianal

Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa Selatan

Nomor: 818/PKP0.10/309/06/2015 Tanggal 25 Mei 2015 Tentang Surat

Rekomendasi

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah
memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  untuk
menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun

Sesuai butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada Tentang
Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2

Golewa, Rateraro, Desa Watusipi, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada

. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidik



4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ngada

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasianal Penyelenggaraan Pendidikan
Kepada :
1) Jenis Pendidikan : SMP Negeri 2 Golewa
2) Lokasi : JI. Waeluja - Waebela
3) Desa : Watusipi
4) Kecamatan : Golewa Selatan
5) Kabupaten : Ngada
KEDUA
1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga
dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku
atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
KETIGA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu

akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkandi  : Bajawa
Pada Tanggal  :25 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda danOlahraga _Kal?u paten Ngada,

N

YN

Drs. S
Pembina Utama Muda
Nip. 19630719 198903 1 022



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DAERAH KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. BUPATI NGADA,
Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah, menyebutkan bahwa pada Dinas atau Badan
Daerah  kabupaten/kota  dapat dibentuk  UPTD
kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

o :
e pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Ngada;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

[emharan Negars Renuhlik Indonesia Nomaor S5R7T



reruoanan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabuapten Ngada Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI  TENTANG PEMBENTUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN
DAERAH KABUPATEN NGADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

1.
=

> w

A

Daerah adalah Kabupaten Ngada.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Ngada.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.
Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur
pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai
wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Kelas A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas yang harus
dilaksanakan oleh UPTD untuk mewadahi behan keria vane hacar



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabuapten Ngada Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN
DAERAH KABUPATEN NGADA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

o o w

~

Daerah adalah Kabupaten Ngada.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom,

Bupati adalah Bupati Ngada.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dinas Daerah adalah Dinas dj Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.
Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur
pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai
wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Kelas A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas yang harus
dilaksanakan oleh UPTD untuk mewadahi beban kerja yang besar.

Kelas B adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas yang harus
dilaksanakan oleh UPTD untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tangsung



10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi
yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk
melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB 1l
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Kabupaten Ngada.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
A. UPTD pada Dinas Pendidikan, terdiri dari :
a. UPTD Satuan Pendidikan Formal, yaitu:
UPTD TKK Negeri Bajawa;
UPTD TKK Negeri Beiposo;
UPTD TKK Negeri Dolumolo;
UPTD TKK Negeri Radha;
UPTD TKK Negeri Ngedubhaga;
UPTD TKK Negeri Bobou;
UPTD TKK Negeri Rutogeli;
UPTD TKK Negeri Bogenga;
UPTD TKK Negeri Kisaraghe;
10. UPTD TKK Negeri Ngulukedha;
11. UPTD TKK Negeri Nasareth Were;
12. UPTD TKK Negeri Dolupore;
13. UPTD TKK Negeri Harapan Bangsa Koeloda;
14. UPTD TKK Negeri Linajawa;
15. UPTD TKK Negeri Zeu Christian Colege;
16. UPTD TKK Negeri Pembina Turekisa;
17. UPTD TKK Negeri Waewaru;
18. UPTD TKK Negeri Ade Irma Suryani;
19. UPTD TKK Negeri Tunas Bangsa Bhaubhelek;
. 20. UPTD TKK Negeri Pelita Hati Tewajawa;
& 21. UPTD TKK Negeri Cemara Damu;
22. UPTD TKK Negeri Cinta Damai;
23. UPTD TKK Negeri Sinar Mentari Watulajar;
24. UPTD TKK Negeri Pelita Harapan;
25. UPTD TKK Negeri Lindi;
26. UPTD TKK Negeri St. Fransiska;
27. UPTD TKK Negeri St. Maria;
28 UPTD TKK Negeri Ture Inka;
29 UPTD TKK Negeri St. Gabriel Ngabheo;
30. UPTD TKK Negeri Wue;
31 UPTD TKK Negeri Sinar Bangsa;
32 UPTD TKK Negeri Semai Benih Bangsa;
33 UPTD TKK Negeri Kelitey;
34 UPTD TKK Negeri Pomasule;
35 UPTD TEX Negen Sartika Paupaga;
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1585.
156.
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168.
169.
170.
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173.
174.
175.
176.
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178.
179.
180,
181.
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184.
185.
186.
187.
188.
189,
190.
191.
192.

UPTD 8D Inpres Tarawali:

UPTD SD Negeri Boameze:

UPTD SD Negeri Libunio:

UPTD SD Negeri Agowoe;

UPTD SMP Negeri 3 Bajawa ;

UPTD SMP Negeri Satap | Bajawa Utara;
UPTD SMP Negeri 1 Bajawa Utara;
UPTD SMP Negeri 2 Bajawa Utara;
UPTD SMP Negeri 1 Soa:

UPTD SMP Negeri Satap Kurubhoko;
UPTD SMP Negeri Satap 2 Wolomeze;
UPTD SMP Negeri Satap 3 Wolomeze;
UPTD SMP Negeri 1 Aimere;

UPTD SMP Negeri 3 Aimere;

UPTD SMP Negeri 5 Aimere;

UPTD SMP Negeri 4 Aimere:

UPTD SMP Negeri 1 Bajawa;

UPTD SMP Negeri 2 Bajawa;

UPTD SMP Negeri 4 Bajawa;

UPTD SMP Negeri 5 Bajawa;

UPTD SMP Negeri 6 Bajawa;

UPTD SMP Negeri Satap 1 Bajawa:
UPTD SMP Negeri 3 Golewa;

UPTD SMP Negeri 1 Golewa Barat;
UPTD SMP Negeri Zeu Christian College;
UPTD SMP Negeri 1 Golewa 2

UPTD SMP Negeri 4 Golewa;

UPTD SMP Negeri 5 Golewa:

UPTD SMP Negeri Satap 1 Golewa;
UPTD SMP Negeri 2 Golewa;

UPTD SMP Negeri 6 Golewa;

UPTD SMP Negeri 3 Golewa Selatan;
UPTD SMP Negeri Satap 2 Golewa;
UPTD SMP Negeri Inerie;

UPTD SMP Negeri 2 Aimere;

UPTD SMP Negeri Satap 2 Jerebuu;
UPTD SMP Negeri 1 Jerebuu;

UPTD SMP Negeri Satap Kolokoa:
UPTD SMP Negeri Satap 3 Jerebuu;
UPTD SMP Negeri 1 Riung;

UPTD SMP Negeri Satap 1 Riung;
UPTD SMP Negeri Satap 3 Riung;
UPTD SMP Negeri Satap 2 Riung;
UPTD SMP Negeri 2 Riung;

UPTD SMP Negeri 2 Riung Barat;
UPTD SMP Negeri Satap Riung Barat:
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198 UPTD SMP Negen Satap 3 Soa
b. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal

B. UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri dari :
1. UPTD Puskesmas Kota;
2. UPTD Puskesmas Surisina;
3. UPTD Puskesmas Inerie;
4. UPTD Puskesmas Koeloda;
5. UPTD Puskesmas Maronggela;
6. UPTD Puskesmas Aimere;
7. UPTD Puskesmas Riung;
8. UPTD Puskesmas Rawangkalo;
9. UPTD Puskesmas Wolomeze;
10. UPTD Puskesmas Mangulewa;
11. UPTD Puskesmas Watukapu;
12. UPTD Puskesmas Waepana;
13. UPTD Puskesmas Watumanu;
14. UPTD Puskesmas Lindi;
15. UPTD Puskesmas Laja;
16. UPTD Puskesmas Boba;
17. UPTD Puskesmas Langa;
18. UPTD Puskesmas Dona; dan
19. UPTD Puskesmas Radabata.

- UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari
UPTD Peralatan dan Perbekalan Kelas A.

- UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari UPTD Tempat
Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang
berkedudukan di bawah Dinas.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala
UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas.

{3) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang
merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas
tambahan, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
- Kepala Dinas Kesehatan melalul Sekretans
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(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7

tambahan, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretaris.

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Kelas A, terdiri dari -

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi UPTD Kelas B, terdiri dari

a. Kepala UPTD;

b. Pelaksana;dan

¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada
Dinas Pendidikan dengan susunan organisasi yaitu : Kepala UPTD dan
Kelompok Jabatan Fungsional guru/ pamong belajar.

Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

a. Kepala UPTD; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh Penjabat Fungsional

tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Struktur Organisasi UPTDD Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Struktur Organisasi UPTDD Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas :

a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan
menyelenggarakan seluruh UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan
fungsi UPTD;

b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;

¢. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan
program Kkerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di
lingkungan UPTD;

d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan
kepada Kepala Dinas/ Kepala Badan Daerah dengan tembusan kepada
Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala
Badan Daerah yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala
Dinas/Kepala Badan Daerah yang bersangkutan tentang langkah-
langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

. _ _%_ o o . _- -



belanja UPTD;

¢. menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasian dan pelaporan
pelaksanaan program kerja dan Penyusunan statistik dan dokumentasi
di lingkungan UPTD;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengan bidang tugasnya; dan

€. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

Pasal 6

Penjabaran lebih lanjut uraian tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dan Pasa] 2 Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas yang

BAB 1V
TATA KERJA
Pasal 7

(1) Kepala UPTD Kelas A, membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok
Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian Tata Usahg yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Kepala UPTD Kelas B dan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
membawahi Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional,

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang
masing-masing dipimpin oleh Seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
oleh Kepala Dinas.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 8

(1) Kepala UPTD dan pimpinan unit kerja serta kelompok jabatan fungsional
pada UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan
horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi
lain sesuai dengan tugas pokoknya.

(2) Kepala UPTD dan pimpinan unit kerja pada UPTD masing-masing
bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila  terjadi
penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3) Kepala UPTD dan pimpinan unit kerja pada UPTD wajib mengikuti dan
mematuhi perintah/petunjuk atasan dan bertanggune iawah Lanad~ s
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mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui
penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang
terintegrasi.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya,
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan unit kerja dibantu oleh unit kerja di
bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-
masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 9

(1) Pengisian Kepala UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan
Pengawas.

(3) Kepala UPTD Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan
Pengawas.

(4) Kepala UPTD Puskesmas merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh
pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

(5) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal merupakan jabatan fungsional yang
dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

(1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai
dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk.

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati N
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Status Unit Pelaksana Teknis Da
Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal San
Kegiatan Belajar Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun -

Nomor 5 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 di cabut
dinyatakan tidak berlaku)

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perati
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 27 November 2018

r t. BUPA[':IQJGA}
« PA

S SOLIWOA
Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 27 November 2018
PENJABAT SEKRETARIS DA
KABUPATEN NGADA,Q{‘
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HIRONIMUS REBA WATU

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 48
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LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 47 TASUSN 2018
TANGGAL 27 NOWEMBER 2018

TENTANC PEMBENTUKAN, SUSUNAN

ORGANISAS; DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN NGADA

STRUKTUR ORGANISASI UPTDD

KELAS A
KEPALA UPTDD
SUB BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPQOK
JABATAN
FUNGSIONAL

f Plj. BUPATI NGADA, [,

T

&_PAULUS SOLIWOA




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 47 TAHUN 2018

TANGGAL 27 NOVEMBER 2018

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJAUNIT
el AKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH
KABUPATEN NGADA

STRUKTUR ORGANISASI UPTD

KELAS B

KEPALA UPTD

PELAKSANA

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

tf 1t. BUPATI NGADA, ﬂ,\_

W PAYLUS SOLIWOA



